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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 18 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 77, TLN 5688);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kepada Wajib Pajak - badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal
baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada,
pada: Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/atau Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerahdaerah Tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan diajukan oleh Wajib
Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pengajuannya
dilakukan sebelum saat mulai berproduksi secara komersial.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan.
Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2015.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2015.



